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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-IX/2011 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 075/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 092/PUU-X/2012 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 041/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif 

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas 
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Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga 

Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 064/PUU-XI/2013 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XI/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 025/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 050/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 051/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 076/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2014 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 038/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 063/PUU-XV/2017 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 029/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 042/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 074/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 081/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

I. Dokumen Lain 

Basic Law for the Federal Republic of Germany. 

Constitution of Austria. 

Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017). 

Constitution of the Republic of Korea. 

Constitution of the Republic of South Africa. 

Constitution of the Republic of Turkey. 

Constitutional Court Act 1953. 

U.S. Constitution. 

Law on Constitutional Court. 

Allen v. Wright, 468 U.S. 737 (1984).  

Commonwealth of Massachusetts v. Mellon, Secretary of the Treasury, et al., in 

equity Frothingham v. Mellon, Secretary of the Treasury, et al., 262 U.S. 447 

(1923). 

Crampton v. Zabriskie, 101 U.S. 601 (1879). 

Data Processing Service v. Camp, 397 U.S. 150 (1970). 

Ex parte Womens' Legal Centre: In re Moise v Greater Germiston Transitional 

Local Council (CCT54/00) [2001] ZACC 2; 2001 (4) SA 1288 ; 2001 (8) 

BCLR 765 (CC) (21 September 2001). 

Ferreira v Levin NO and Others; Vryenhoek and Others v Powell NO and Others 

(CCT5/95) [1995] ZACC 13; 1996 (1) SA 984 (CC); 1996 (1) BCLR 1 (6 

December 1995). 

Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perorangan dalam Perkara
Pengujian
Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Atas Putusan Tahun 2003-2019)
DIAN AGUNG WICAKSONO, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.; Andy Omara, S.H., M.Pub.&amp;Int.Law, Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



327 

Flast et al. v. Cohen, Secretary of Health, Education, and Welfare, et al., 392 U.S. 

83 (1968). 

Frothingham v. Mellon, 262 U.S. 447, 43 Sup.Ct. 597, 67 L.Ed. 1078 (1923). 

Joint Anti-Fascist Refugee Committee v. McGrath, 341 U.S. 123 (1951). 

Linda R. S. v. Richard D., 410 U.S. 614 (1973). 

Los Angeles v. Lyons, 461 U.S. 95 (1983). 

Lujan v. Defenders of Wildlife 504 U.S. 555 (1992). 

Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803). 

Massachusetts v. Mellon, 262 U.S. 447 (1923). 

Mississippi and Missouri Railroad Company v. Ward, 67 U.S. (2 Black) 485 (1863). 

Organic Act on Procedures of the Constitutional Court B.E. 2561 (2018). 

Osborn v. U.S. Bank., 22 U.S. (9 Wheat.) 738 (1824). 

R. v. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (SCC), [1985] 1 SCR 295. 

R. v. Morgentaler, 1988 CanLII 90 (SCC), [1988] 1 SCR 30. 

Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972). 

Simon v. Eastern Kentucky Welfare Rights Organization, 426 U.S. 26 (1976). 

Singleton v. Wulff, 428 U.S. 106 (1976). 

United States v. SCRAP, 412 U.S. 669 (1973). 

Warth v. Seldin, 422 U.S. 490 (1975). 

Whitmore v. Arkansas, 495 U.S. 149 (1990). 

Zantsi v Council of State, Ciskei and Others (CCT24/94) [1995] ZACC 9; 1995 (4) 

SA 615 (CC); 1995 (10) BCLR 1424 (CC) (22 September 1995). 

  

Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perorangan dalam Perkara
Pengujian
Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Atas Putusan Tahun 2003-2019)
DIAN AGUNG WICAKSONO, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.; Andy Omara, S.H., M.Pub.&amp;Int.Law, Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


